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Abstract

This study discusses the concept of establishing a Composite Battalion of the Marine Corps on North
Natuna Island to support the organizational validation of the Marine Corps. The background of this
research is the increasing geopolitical dynamics in the North Natuna Sea area, which is prone to border
violations by foreign vessels, thus requiring the presence of a more permanent and ready combat unit.
The main issue raised is the suboptimal role of the Composite Company, which still operates as a task
force with frequent unit rotations, coupled with infrastructure, logistics, and personnel constraints. This
research uses a qualitative descriptive method with the Borg and Gall research and development model,
employing literature studies, expert interviews, observations, and questionnaires. Analysis focuses on
organizational structure, readiness of defense equipment, and operational system efficiency in
supporting Marine Corps organizational validation. The results indicate that the formation of a
permanent Composite Battalion is urgently needed to meet strategic defense needs, accelerate response
to threats, and enhance border security effectiveness. This research is theoretically beneficial to
strengthen the doctrine of island-based maritime defense and practically serves as input for the
Indonesian Navy leadership in formulating sustainable and effective organizational validation policies.
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Abstrak

Penelitian ini membahas konsep pembentukan Batalyon Komposit Korps Marinir di Pulau
Natuna Utara dalam rangka mendukung validasi organisasi Korps Marinir. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Laut Natuna Utara yang rawan
pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, sehingga menuntut kehadiran satuan tempur yang
lebih permanen dan siap siaga. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya peran
Kompi Komposit Korps Marinir yang masih berstatus sebagai satuan tugas yang kerap melakukan
rotasi terhadap satuannya, disertai kendala infrastruktur, logistik, dan jumlah personel. Untuk itu,
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan research and
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development model Borg and Gall, melalui studi pustaka, wawancara ahli, observasi, dan kuesioner.
Analisis dilakukan terhadap struktur organisasi, kesiapan alutsista, serta efisiensi sistem operasi
dalam mendukung validasi organisasi Korps Marinir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembentukan Batalyon Komposit yang bersifat permanen sangat dibutuhkan untuk menjawab
kebutuhan pertahanan strategis, mempercepat reaksi terhadap ancaman, serta mengefektifkan
tugas pengamanan wilayah perbatasan. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk
memperkuat doktrin pertahanan laut berbasis pulau-pulau terluar, dan secara praktis sebagai
masukan bagi pimpinan TNI AL dalam merumuskan kebijakan validasi organisasi yang
berkelanjutan dan berdaya guna tinggi.

Kata kunci: Batalyon Komposit; Korps Marinir; Natuna Utara; Validasi Organisasi;
Pertahanan Laut

1. Pendahuluan

Kawasan Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi konflik
tinggi akibat tumpang tindih klaim wilayah dan meningkatnya aktivitas kapal asing yang sering
melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. TNI Angkatan Laut, khususnya Korps
Marinir, memegang peran sentral dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah tersebut.
Namun, satuan Kompi Komposit yang selama ini bertugas di Natuna Utara masih bersifat
sementara dan sering mengalami rotasi personel, sehingga efektivitas pengamanan dan respon
terhadap ancaman belum optimal. Permasalahan ini diperparah dengan keterbatasan
infrastruktur, logistik, dan jumlah personel yang tersedia di lapangan. Oleh karena itu,
diperlukan pembentukan Batalyon Komposit yang bersifat permanen sebagai solusi untuk
meningkatkan Kkesiapsiagaan, efektivitas operasi, dan validasi organisasi Korps Marinir.
Penelitian ini penting untuk memberikan landasan ilmiah serta rekomendasi kebijakan bagi
TNI AL dalam memperkuat pertahanan laut berbasis pulau-pulau terluar, sejalan dengan
dinamika geopolitik dan kebutuhan strategis nasional (Retnawati, 2014).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model penelitian
dan pengembangan (R&D) Borg and Gall. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara
dengan para ahli pertahanan dan personel Korps Marinir, observasi lapangan di Natuna Utara,
serta penyebaran kuesioner kepada personel terkait. Analisis dilakukan terhadap struktur
organisasi, kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta efisiensi sistem operasi
dan logistik. Validasi konsep dilakukan melalui uji coba terbatas dan evaluasi oleh para
pemangku kepentingan di lingkungan TNI AL.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Batalyon Komposit secara
permanen di Pulau Natuna Utara sangat mendesak untuk menjawab kebutuhan pertahanan
strategis. Data hasil wawancara dan kuesioner menegaskan bahwa satuan permanen akan
mempercepat respon terhadap ancaman, meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah
perbatasan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan alutsista. Analisis
struktur organisasi menunjukkan perlunya penyesuaian dalam sistem komando dan logistik
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agar lebih adaptif terhadap dinamika ancaman. Selain itu, pembentukan Batalyon Komposit
juga memperkuat doktrin pertahanan laut berbasis pulau-pulau terluar dan menjadi model
validasi organisasi yang dapat diterapkan di wilayah strategis lainnya.

Konsep pembentukan Batalyon Komposit Korps Marinir di Pulau Natuna Utara secara
langsung mendukung stabilitas regional melalui beberapa aspek strategis berikut:

3.1. Peningkatan Daya Tahan dan Deterrence

Pembentukan Batalyon Komposit yang bersifat permanen memperkuat kehadiran
militer Indonesia di wilayah Natuna Utara, kawasan yang rawan pelanggaran batas wilayah
oleh kapal asing. Dengan adanya satuan tempur yang selalu siap siaga, Indonesia menunjukkan
komitmen nyata dalam menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di wilayah perbatasan,
sehingga meningkatkan efek penangkal (deterrence) terhadap potensi ancaman eksternal.

3.2. Efektivitas Pengamanan Wilayah Perbatasan

Batalyon Komposit menggantikan sistem satuan tugas (satgas) yang selama ini bersifat
rotasi dan temporer. Dengan satuan permanen, penguasaan medan, kecepatan respon
terhadap insiden, dan efektivitas operasi pengamanan perbatasan meningkat signifikan. Hal
ini mengurangi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan pihak asing untuk melakukan
pelanggaran atau provokasi.

3.3. Stabilitas Sosial dan Ekonomi Regional

Kehadiran militer yang permanen di Natuna Utara memberikan rasa aman bagi
masyarakat lokal dan pelaku ekonomi, terutama sektor perikanan dan migas. Stabilitas
keamanan mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, yang pada
akhirnya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik kawasan Asia Tenggara.

Dukungan terhadap Kerjasama Regional

Dengan memperkuat pertahanan di Natuna Utara, Indonesia dapat lebih aktif dalam
kerjasama keamanan maritim regional, seperti patroli bersama dan pertukaran informasi
dengan negara-negara ASEAN. Hal ini berkontribusi pada terciptanya kawasan yang lebih
stabil dan aman dari konflik perbatasan atau kejahatan lintas negara.

3.4. Validasi Organisasi Korps Marinir

Pembentukan Batalyon Komposit juga merupakan bagian dari validasi dan modernisasi
organisasi Korps Marinir, sehingga struktur, sistem operasi, dan logistik menjadi lebih efisien
dan adaptif terhadap tantangan keamanan masa kini dan mendatang.

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Batalyon Komposit yang bersifat
permanen sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan pertahanan strategis, mempercepat
reaksi terhadap ancaman, serta mengefektifkan tugas pengamanan wilayah perbatasan.
Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk memperkuat doktrin pertahanan laut berbasis
pulau-pulau terluar, dan secara praktis sebagai masukan bagi pimpinan TNI AL dalam
merumuskan kebijakan validasi organisasi yang berkelanjutan dan berdaya guna tinggi.”
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3.5 Pembentukan Batalyon Komposit Korps Marinir di Pulau Natuna Utara menuntut
tersedianya infrastruktur yang memadai sebagai fondasi utama keberhasilan operasional
satuan. Pembangunan barak yang representatif, fasilitas latihan yang lengkap, serta sistem
logistik terpadu menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung mobilitas, kesiapsiagaan, dan
kenyamanan prajurit dalam menjalankan tugas di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan
geografis dan cuaca ekstrem. Infrastruktur yang baik juga akan memperkuat ketahanan satuan
dalam menghadapi berbagai skenario ancaman, sekaligus meningkatkan moral dan
profesionalisme personel.

Selain aspek infrastruktur, ketersediaan personel yang cukup dan terlatih menjadi
faktor kunci agar Batalyon Komposit dapat beroperasi secara optimal dalam jangka panjang.
Rekrutmen, pelatihan, dan penempatan prajurit harus dirancang secara sistematis agar setiap
unsur dalam batalyon memiliki kompetensi sesuai kebutuhan operasi di Natuna Utara.
Penambahan jumlah personel juga harus diimbangi dengan pengembangan kemampuan
khusus, seperti penguasaan medan laut dan pulau-pulau kecil, guna memastikan satuan selalu
siap menghadapi dinamika ancaman di kawasan strategis tersebut.

Tidak kalah penting, kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan dukungan
logistik yang terintegrasi harus menjadi prioritas dalam pembentukan Batalyon Komposit.
Pengadaan dan pemeliharaan alutsista modern, kendaraan tempur, alat komunikasi, serta
sistem suplai logistik yang efisien akan memastikan satuan mampu melaksanakan tugas
tempur, patroli, dan pengamanan wilayah secara berkelanjutan. Dengan dukungan
infrastruktur, personel, dan alutsista yang optimal, Batalyon Komposit Korps Marinir di Pulau
Natuna Utara dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas
keamanan nasional di wilayah perbatasan.

3.6  Evaluasi terhadap sistem operasi dan kesiapan tempur Batalyon Komposit Korps
Marinir di Pulau Natuna Utara menunjukkan bahwa keberadaan satuan permanen
memberikan banyak keunggulan dibandingkan satuan tugas yang bersifat rotasi. Satuan
permanen memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun pengetahuan medan secara
mendalam karena personel yang bertugas dapat beradaptasi secara optimal dengan
karakteristik geografis, cuaca, serta dinamika sosial di wilayah Natuna Utara. Pengetahuan
medan yang kuat sangat penting dalam mendukung efektivitas operasi militer, baik dalam
pelaksanaan patroli, pengamanan wilayah, maupun respon cepat terhadap potensi ancaman.

Selain itu, keberadaan satuan permanen terbukti mampu meningkatkan moral dan
motivasi personel. Dengan penempatan yang lebih stabil dan fasilitas yang memadai, prajurit
dapat mengembangkan rasa memiliki terhadap wilayah tugasnya. Hal ini berdampak positif
terhadap kinerja, loyalitas, dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi satuan. Moral yang tinggi juga mendorong terciptanya suasana kerja yang harmonis dan
solid di antara anggota batalyon, sehingga kesiapsiagaan tempur dapat selalu terjaga dalam
kondisi prima.

Lebih jauh lagi, satuan permanen di Natuna Utara dapat memperkuat sinergi dan
koordinasi dengan satuan TNI lainnya yang juga bertugas di wilayah tersebut. Dengan struktur
organisasi yang jelas dan sistem operasi yang terintegrasi, komunikasi dan kolaborasi antar
matra dapat berjalan lebih efektif, baik dalam pelaksanaan operasi gabungan maupun dalam
kegiatan latihan bersama. Sinergi ini sangat penting untuk menghadapi tantangan keamanan
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di kawasan perbatasan, serta untuk mendukung stabilitas dan kedaulatan wilayah Indonesia
di Laut Natuna Utara secara berkelanjutan .

Dampak jangka panjang dari peningkatan kesiapan tempur terhadap stabilitas
keamanan nasional di wilayah Natuna Utara sangat signifikan dan strategis. Pertama, kesiapan
tempur yang tinggi dari satuan permanen seperti Batalyon Komposit Korps Marinir akan
memperkuat efek penangkal (deterrence effect) terhadap potensi ancaman eksternal,
terutama pelanggaran wilayah oleh kapal asing dan aktivitas ilegal di perairan Natuna Utara.
Dengan kehadiran satuan yang selalu siap siaga, negara dapat secara konsisten menjaga
kedaulatan dan integritas wilayah, sehingga mengurangi risiko terjadinya konflik terbuka atau
insiden perbatasan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Kedua, peningkatan kesiapan tempur juga berdampak positif terhadap pembangunan
keamanan masyarakat lokal dan aktivitas ekonomi di Natuna Utara. Rasa aman yang terjamin
akan mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta aktivitas sosial masyarakat di wilayah
perbatasan. Selain itu, kehadiran satuan militer yang profesional dan siap tempur akan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat keamanan, sehingga
tercipta sinergi antara masyarakat dan militer dalam menjaga stabilitas kawasan.

Ketiga, secara jangka panjang, kesiapan tempur yang optimal akan memperkuat posisi
Indonesia dalam diplomasi dan kerjasama keamanan regional. Indonesia akan lebih percaya
diri dalam forum-forum internasional untuk menegaskan hak kedaulatan dan berpartisipasi
aktif dalam menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, peningkatan
kesiapan tempur tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan nasional, tetapi juga
memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berpengaruh di
kawasan.

Dampak jangka panjang dari peningkatan kesiapan tempur terhadap stabilitas
keamanan nasional di wilayah Natuna Utara sangat signifikan dan strategis. Pertama, kesiapan
tempur yang tinggi dari satuan permanen seperti Batalyon Komposit Korps Marinir akan
memperkuat efek penangkal (deterrence effect) terhadap potensi ancaman eksternal,
terutama pelanggaran wilayah oleh kapal asing dan aktivitas ilegal di perairan Natuna Utara.
Dengan kehadiran satuan yang selalu siap siaga, negara dapat secara konsisten menjaga
kedaulatan dan integritas wilayah, sehingga mengurangi risiko terjadinya konflik terbuka atau
insiden perbatasan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Kedua, peningkatan kesiapan tempur juga berdampak positif terhadap pembangunan
keamanan masyarakat lokal dan aktivitas ekonomi di Natuna Utara. Rasa aman yang terjamin
akan mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta aktivitas sosial masyarakat di wilayah
perbatasan. Selain itu, kehadiran satuan militer yang profesional dan siap tempur akan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat keamanan, sehingga
tercipta sinergi antara masyarakat dan militer dalam menjaga stabilitas kawasan.

Ketiga, secara jangka panjang, kesiapan tempur yang optimal akan memperkuat posisi
Indonesia dalam diplomasi dan kerjasama keamanan regional. Indonesia akan lebih percaya
diri dalam forum-forum internasional untuk menegaskan hak kedaulatan dan berpartisipasi
aktif dalam menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, peningkatan
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kesiapan tempur tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan nasional, tetapi juga
memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berpengaruh di
kawasan.

Peningkatan kesiapan tempur di wilayah Natuna Utara, seperti pembentukan Batalyon
Komposit Korps Marinir, memang membawa manfaat besar bagi pertahanan nasional. Namun,
langkah ini juga memiliki sejumlah risiko terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara
tetangga di kawasan. Salah satu risiko utama adalah meningkatnya persepsi ancaman di mata
negara lain, khususnya yang memiliki kepentingan atau klaim di wilayah Laut Natuna Utara.
Negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok, dapat menafsirkan
penguatan militer Indonesia sebagai bentuk eskalasi atau sinyal agresif, sehingga berpotensi
memicu ketegangan baru di kawasan.

Selain itu, peningkatan aktivitas militer yang signifikan bisa memperbesar kemungkinan
terjadinya insiden di lapangan, seperti salah paham atau benturan antara aparat keamanan
Indonesia dengan kapal atau aparat negara lain. Hal ini dapat memicu insiden diplomatik yang
berdampak pada hubungan bilateral, bahkan dapat memperumit upaya penyelesaian sengketa
secara damai. Dalam konteks kerjasama regional, langkah militerisasi yang tidak diimbangi
dengan diplomasi aktif juga dapat mengurangi kepercayaan dan semangat kolektif dalam
menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Risiko lainnya adalah potensi perlombaan senjata (arms race) di kawasan. Jika negara-
negara tetangga menilai peningkatan kesiapan tempur Indonesia sebagai ancaman terhadap
kepentingan mereka, mereka bisa merespons dengan memperkuat kehadiran militer di
wilayah perbatasan masing-masing. Hal ini dapat menciptakan suasana saling curiga dan
menurunkan tingkat stabilitas jangka panjang di kawasan. Oleh karena itu, setiap langkah
peningkatan kesiapan tempur perlu diimbangi dengan transparansi, dialog, dan diplomasi
pertahanan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan antarnegara
tetangga.

Peningkatan kesiapan tempur di Natuna Utara, seperti pembentukan Batalyon Komposit
Korps Marinir secara permanen, memang bertujuan memperkuat pertahanan dan menjaga
kedaulatan wilayah. Namun, langkah ini juga membawa risiko konflik terbuka, terutama jika
negara-negara tetangga atau pihak lain melihat penguatan militer tersebut sebagai ancaman
langsung terhadap kepentingan mereka. Persepsi ancaman ini dapat memicu reaksi defensif,
seperti pengerahan Kkekuatan militer serupa atau patroli agresif di wilayah yang
disengketakan, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya insiden di lapangan.

Risiko konflik terbuka juga meningkat apabila terjadi salah paham atau miskomunikasi
antara aparat keamanan Indonesia dan pihak asing, terutama di wilayah perairan yang
statusnya masih dipersengketakan. Insiden kecil seperti pelanggaran batas, penangkapan
kapal asing, atau kontak senjata yang tidak disengaja dapat dengan cepat berkembang menjadi
eskalasi militer apabila tidak dikelola dengan baik melalui jalur diplomasi dan komunikasi
antar negara. Situasi ini diperparah jika masing-masing pihak menunjukkan sikap saling curiga
dan tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Selain itu, penguatan militer tanpa diimbangi transparansi dan dialog dengan negara-
negara tetangga dapat menimbulkan ketegangan jangka panjang dan menurunkan tingkat
kepercayaan di kawasan. Jika negara-negara lain merespons dengan langkah serupa, maka
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potensi perlombaan senjata (arms race) dan ketegangan militer di Laut Natuna Utara akan
semakin besar. Hal ini bukan hanya mengancam stabilitas keamanan nasional, tetapi juga
berisiko mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

4. Simpulan

Pembentukan Batalyon Komposit Korps Marinir secara permanen di Pulau Natuna Utara
merupakan solusi strategis untuk memperkuat pertahanan negara dan validasi organisasi
Korps Marinir karena tidak hanya meningkatkan kesiapan dan efektivitas pertahanan nasional,
tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas regional melalui penegakan kedaulatan,
perlindungan kepentingan nasional, dan dukungan terhadap kerjasama keamanan kawasan..
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan,
mempercepat respon terhadap ancaman, serta menjadi model pengembangan satuan tempur
di wilayah strategis lainnya. Rekomendasi penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan bagi
TNI AL dalam penguatan pertahanan laut berbasis pulau-pulau terluar.
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